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FORMULIR MODEL PS-13
KEPUTUSAN SENGKETA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor Register: 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00,08/2015

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah mencatat dalam Buku
Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernu
P:ovinsi Kalimantan Tengeh, permohonan dari :

1.

Nama
Kewarganegaraan

Pekerjaan

Alamat

No. KTP
Nomor Tlp/HP

Nama
Kewarganegaraan
Pekerjaan

Alamat

No. KTP
Nomor Tlp/Hp

: H. SUGIANTO SABRAN

. Indonesia

. Wiraswasta

+JI. A. Yani No. 09, RT/RW 010 Kel. Baru,
Kec.ArutSelatan Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah

: 6201020507730003

: 085232221666

: HABIB H. SAID ISMAIL

: Indonesia

: Ustadz/Mubaligh dan Anggota DPD R.I.

. JI. Malang Timur, RT/RW 001/001, Kel. Maluen,
Kec. Basarang, Kabupaten Kapuas, Prov.Kalimantan
Tengah

: 6203080412700001

- 08115015758

Sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah

yang didaftarkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah oleh Gabungan
Partai Politik (Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional

dan Partai Kebangkitan Bangsa yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke
KPU Provinsi sebagaimana Keputusan KPU No. 29/Kpts/KPU-Prov-
020/2015 tanggal 24 Agustus 2015, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 005/SK/TKHP/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 membeiikan

Kuasa kepada :
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1. PARAMITA ERSAN, S.H.

2. M. SAID BAKHRI, S.Sos., S.H., M.H.

3. Ir. RIZA PATRIA, MBA

4. MULYADI

Semuanya adalah TIM KOORDINATOR HUKUM PEMENANGAN
SUGIANTO SABRAN - HABIB H. SAID ISMAIL selanjutnya disebut
Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Jakarta 10210 dengan alamat JI.
Danau Limboto No¢. C2/96, nomor telepo/HP 0811911121 dan
0811116471, alamat email paramita.ersan@yahoo.com  dan

paramita@zenithlawfirm.co.id baik sendiri-sendiri atau bersama-sama

bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut ---------
................. “PEMOHOQON”

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di
JI. Jend. Soedirman Nomor 4, Palangkaraya 73112. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor. 40/KAKH/EMH/VII1/2015, tanggal 30 Agustus 2015
memberikan Kuasa kepada Eduar Manuah, SH dan FX. Suminto Pujiraharjo,
SH. Advokat — Konsultan Hukum (4dvocates and Legal Consultunt) “Eduar
Manuah, SH & Assoiciates” beralamat kantor di Jin. Barito Raya RT. 44, RW.
03 Buntok, Barito Selatan, Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai
“TERMOHON?”

. bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah memeriksa permohonan

dengan hasil sebagai berikut :
L. (uraian permohonan Pemohon)

L. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI

I. Bahwa Pasal 143 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor |
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota, menyebutkan :

(1) “Bawaslu Provinsi dan Panwasiu KabupatenwKota  berwenang
menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, "

(2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan
memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejal
diterimanya lapoian atau temuan.

2. Bahwa sclanjutnya Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota, menyebutkan :
“Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Katupaten Ko
mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputusan (erakhir

dan mengikat”
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Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelaslah bahwa Bawaslu
Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kewenangan untuk memeriksa dan
memutuskan sengketa Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bahwa, pengawasan penyelenggaraan Pemilw/ Pemilukada di seluruh
Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Badun Pengawas
Pemilu memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebegaimana diatur
dalam ketentuan UU No. 15/2011 Pasal 73 Tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum jo Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umumnr Nomor
8 Tahun 2015 selanjutnya disebut Perbawaslu No. 8/2015 yang antara lain
menegaskan kewajiban TIDAK BERTINDAK DISKRIMINATIF dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya, menerima dan menindaklanjuti
laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap
pelaksanaanperaturan perundang-undangan mengenai Pemilu/Pemilukada.

Bahwa, Tujuan Pengawasan penyelenggaraan Pemiluw/Pemilukada yang
dilakukan Bawaslu antara lain adalah dalam rangka mewujudkan
Pemiluw/Pemilukada yang demokratis dan menegakkan integritas,

kredibilitas penyelengara, transparansi penyelenggaran dan akutabilitas
hasil pemilu.

KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa FEMOHON adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantau Tengah Nomor: 29/Kpts-Prov-
020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penctapan Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Guberaur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015. (Bukti P-1) dan Surat
Undangan  Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Nomor
054/UND/VIII/2015 taaggal 24 Agustus 2015 ditujukan  kepada
PEMOHON, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf (a) Peraturan
Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta
Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

“Permohonan senghketa Pemilihan dapat diajukan oleh : a. pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan”.

Bahwa Sengketa Pemilukada yang diajukan PEMOHON merupakan
sengketa antara peserta Pemilukada dengan KPU akibat dikeluarkannya
keputusan Komisi Pemilihan Umun Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :
30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 A.N. DR. H. UJANG
ISKANDAR, ST, M.Si sebagai Calon Wakil Gubernur dan H. Jawawi
SP, S.Hut, MP sebagai Calon Wakil Gubernur. Sebagaimana dimaksud
pada Pasal 142 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,
menyebutkan :

“Sengketa pemilihan terd:ri dari : b. Sengketa antarc peserta pemilihan
dan penyelenggara pemilihan scbagai akibat dikeluarkannya keputusan
KPU Provinsi dan KPU Kabupatenw/Kota ",

Juncto,

Pasal 4 huruf (a) Peraturan Bawaslu Nomor & Tahun 2015 yang
menyebutkan :

“Permohonan sengketa terhadap Keputusun KPU Provinsi atau keputusan
KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan  pasangan calon peseria
Pemilihan dapat diajukan oleh : a pasangan calon yang mendcftarkan divi
atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".
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3. Bahwa oleh karena itu PEMOHON sebagai pasangan calon peserta
Pemilukada 2015, memiliki kepentingan hukum (Legal Standing) dalam
mengajukan permohonan a quo.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
terhadap Keputusan KFU Provinsi Kalimantan Tengah ke Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah ketika TERMOHON
menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Nomor: 30/Kpts-Prov-020/2015
tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubhernur Sebagai
Peserta Pemilihan Gubernur dan Waxkil Gubernur Kalimantan Tengah
tahun 2015 (Objek Sengketa). (Bukti P-2)

2. Bahwa penetapan/pengumuman Objek Sengketa - Keputusan KPU Provinsi
Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud, dilakukan pada hari Senin
tanggal 24 bulan Agustus tahun 2015, sckitar pukul 16.00 WIB, bertempat
di kantor KPU Provinsi Kalimantan Tengah JI. Jenderal Sudirman Nomor
4, Palangkaraya sebagaimana bukti tanda terima penyerahkan Objek
Sengketa.

3. Berdasarkan Pasal 9 Jo Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 201 5,
maka permohonan Sengketa diajukun telah sesuai tata cara dan prosedur
yang benar dan sah paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa
diketahui PEMOHON atau sejak Keputusan KPU Provinsi ditetapkan
dan/atau diumumkan, sehingga Perinohonan Penyelesaian Sengketa ini
masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya permohonan FEMOHON adalah mengenai obyek
sengketa yang menurut Pemohon adalah BATAL DEMI HUKUM dan
MERUGIKAN PEMOHON, karena dalam proses pembentukan Keputusan
oleh TERMOHON tersebut CACAT HUKUM, sangat bertentangan
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor |
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan PKPU
Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komiisi Pemilihan
Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan
'‘Wakil Walikota.

PEMOHON berkeberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor. 30/Kpts-Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 (Objek Sengketa) yang
diumumkan pada hari Senin tanggal 24 4.gustus tahun 2015 sekitar pukul
16.00 WIB, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON telah menerima dan menyatakan SAH secara
hukum registrasi/pendaftaran terhadap Calon Gubernur Sdr. Dr. H.
Ujang Iskandar, ST., M.Si dengan menggunakan Surat Kepvtusan DPP-
PPP No. 416/KPT/DPP/VII/2015 tertanggal 7 Juli 20'5 tentang
Persetujuan Pengajuan Sdr. DR. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si
sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Perode 2015-
2020, padahal SK tersebut hanya mencantumkan 1 (satu) nama saja
yaitu Sdr. DR. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si., sebagai Calon
Gubernur tanpa mencantumkan nama H. JAWAWI, SP, S Hut., MP.,
sebagai Calon Wakil Gubernur. (Bukti P-3)
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2. Bahwa TERMOHON menerima dan menyatakan SAH secara hukum
registrasi/pendaftaran atas hasil Scanning MODEL B.1 KWK PARPOL
DPP-PPP tentang “Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat
tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Kalimantan Tengah aias nama DR. H. UJANG ISKANDAR,
TM.Si dan H. JAWAWI, SP.S. Hut. MP, tertanggal 25 Juli 2015
diduga tidak terdapar dokumen aslinya dan tanpa tarda tangan basah,
yang juga tanpa stempel basah DPP-PPP serta tanpa diparaf pada bagian
kotak model B.1-KWK Parpol serta tidak diparaf dibagian tulisan
Sekretaris Jenderal dan tidak ada didukung oleh SK pendukung “Surat
Keputusan” DPP PPP yang menyatakan adanya PERSETUJUAN
PENGAJUAN PASANGAN SDR. DR. UJANG ISKANDAR, ST,
M.Si., SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN SDR. H. JAWAWI,
SP.S. Hut. MP,, SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR PROVINS]
KALIMANTANG TENGAH. (Bukfi P-4)

3. Bahwa TIM KOORDINATOR HUKUM PEMOHON telah
melayangkan “Surat Pengaduan” Nomor: 002/TKH/SP/VIII/2015
tertanggal 03 Agustus 2015 kepada KPU R.I dan KPU Provins
Kalimantan Tengah, Bawaslu R.1, dan DKPP R.L (Bukti I-5) yang pada
intinya menyampaikan fakta sebagai berikut :

a. DPP-PPP  telah menerbitkan SK-Surat Keputusan Nomor:
S27/KPTS/DPP/VII/2015  tanggal 24 Juli 2015 tentang
PERSETUJUAN PENGAJUAN SDE. H. SUGIANTO SABRAN
SEBAGAi CALON GUBERNUR DAN SDR. HABIB H. SAID
ISMAIL SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR PROVINS]
KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2015-2020 dengan tanda
tangan basah, stempel. (Bukti P-6)

b. DPP-PPP telah menerbitkan MODEL.B.1-KWI{ PARPOL tentang

- “Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang

Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Guberaur Provins:

Kalimantan Tengah atas nama SDR. H. SUGIANTO SABRAN dan

SDR. HABIB H. SAID ISMAIL tertanggal 22 Juli 2015 dengan
tanda tangan basah, stempel DPP-PPP. (Bukti P-7)

¢. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur SDR. H.
SUGIANTO SABRAN dan SDR. HABIB H. SAID ISMAIL telah
melakukan registrasi/pendaftaran kepada KPU Provinsi Kalimantan
Tengah tanggal 28 Juli 2015 dengan didampingi oleh Ketua dan
Sekretaris DPW-PPP Provinsi Kalimantan Tengah yang SAH dengan
menyertakan SK Nomor 261-A/SK/DPP/W/\(II/2015 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris DPW-PPP
Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 27 Juli 2015 dan

menyertakan asli SK  Persetujuan pengusungan berikut asli
MODEL.B.1-KWK. PARPOL,

d. Bahwa DPP-PPP telah menerbitkan BERITA ACARA tanggal 27

Juli 2015. (Bukti P-8) yang berisi tentang :

1) DPP-Partai Persatuan Pembangunan telah menerbitkan SK Nomor
261-A/SK/DPF/W/VII/2015  tentang  Pemberhentian  dan
Pengangkatan Ketua dan Sekretanis DPW-PPP Provinsi
Kalimantan Tengah pada tanggal 27 Juli dini hari pukul 00.45
WIB di Jakarta.

2) DPP-Partai Persatuan pembangunan menjelaskan bahwa DPW
PPP Kalteng telah melanggar ketentuan internal partai tanpa
sepengetanuan DPP PPP telah mendaftarkan Pasangan Calon
SDR. DR. UJANG ISKANDAR, ST, M.Si., SEBAGAI CALON
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GUBERNUR DAN SDR. H. JAWAWI, SP., S. Hut, MP,,
SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH cdengan melampirkan surat MODEL
B.1-KWK PARPOL.

3) DPP-Partai Persatuan Pembangunan melakukan perombakan
DPW Kalimantan Tengah yang tanpa sepengetahuan DPP (clah
menyampaikan Surat rekomendasi DPP PPP kepada KU Provinsi
Kalimantan Tengah atas nama Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Sj
tsebagai Calon Gubernur tanpa menggunakan MODEL B.1-KWK
PARPOL dan tanpa mencantumkar nama calon Wakil Gubern ur.

4) DPP-Partai Persituan Pembangunan menugaskan unsurnya Sdr.
Mulyadi dan Sdr. H. Mohammad Igbal Daud, SE masing-masing
sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus harian DPW Kalimantan
Tengah menggantikan Sdri. Dra. Hj. Norhasanah, M.Si dan Sdr.
Sostawan Widodo, SE.

¢. Bahwa DPP PPP telah membuat SURAT PERNYATAAN tanggal
28 Juli 2015 di tanda tangani diatas materai, (Bukfi P-9) pada
pokoknya menegaskan :

1) DPP-Partai Persatuan Pembangunan hanya menertitkan 1
(satu)  Surat  Keputusan  Rekomendasi  Nomor :
527/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang
Persetujuan pengajuan Sdr. H. Sugianto Sabran sebagai Calon
Gubernur dan Sdr. Habib H. Said Ismail sebagai calon Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah priode 2015-2020.

2) DPP-Partai Persatuan Pembangunan tidak pernah menerbitkan
Surat Keputusan Rekomendasi dengan menggunakan
MODEL.B.1-KWK PARPOL kepada pasangan Calon
Gubernur Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Dan Calon
Wakil Gubernur H. JAWAWI, SP. S. Hut, MP. untuk
kepentingan Pencalonan Kepala Daerah Pilkada 2015 di
Provinsi Kalimantan Tengah

3) DPP-Partai Persatuan Pembangunan hanya menerbitkan 1
(satu) Surat Keputusan Rekomendusi dengan menggunakan
MODEL.B.1-KWK PARPOL kepada pasangan Calon
Gubernur H. SUGIANTO SABRAN dan Calon Wakil
Gubernur HABIB H. SAID ISMAIL untuk kepentingan
Pencalonan Kepala Daerah Pilkada 2015 di Provinsi
Kalimantan Tengah.

4. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2015 memang benar telah
diterbitkan Surat Keputusan Nomor. 416/KPTS/DPP/V 172015
tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. Dr. H. UJANG
ISKANDAR, ST. M. Si. Sebagai Calon Gubernur Provins
Kalimantan Tengah Priode 2015-2020 adalah merupakan SK
yang diterbitkan dengan Ketetapan yang pada salah satu isinya
menyebutkan: bahwa Sdr. Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST
M.Si. untuk dapat menyiapkan Calon Wakil Gubeinur Provinsi
Kalimantan Tengah, bukan untuk dipergunekan mendaitar
sebagai Calon Gubernur yang mana dalam hal ini sudah
diklarifikasi oleh Sckertaris Jenderal DPP-PPP dihadapan
PEMOHON pada saat pertemuan dengan TERMOHON pada
tanggal 14 Agustus 2015 di DPP-PPP Jam. 14,30 WIB.
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5. Bahwa secara hukum Jika TERMOHON JELI DAN
CERMAT didalam melakukan proses penerimaaan dokumen
adminsitresi  pasangan  calon dengan sendirinya Surat
Keputusan Nomor : 416/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 7 Juli
2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. Dr. H UJANG
ISKANDAR, ST M. Si. Sebagai Calon Gubernur Provinsi
Kalimantan Tengah Priode 2015-2020 BATAL DEMI
HUKUM, karena pada saat pendaftaran TERMOHON hanya
menerima Surat Keputusan Nomor : 416/KPTS/DFP/VII/2015
tanggal 7 luli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. Dr, H.
UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Sebagai Calon Gubernu
Provinsi Kalimantan Tengah Priode 2015-2020 tanpa ada
nama calon Wakil Gubernurnya dan TERMOHON juga
menerima Surat Keputusan Rekomzndasi dengan nienggunakan
MODEL B.1-KWK PARPOL kepada pasangan Calon
Gubernur Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Dan Calon
Wakil Gubermnur H. JAWAWI, SP. S. Hut, MP. Yang
senyatanya adalah diduga palsu (tanda tangan yang di
Scaning daa stempelnya) dan tanpa Paraf, dilain pihak
secara administrasi TERMOHON seharusnya
mempertimbangkan dengan diterbitkannya SK terbaru vaitu
Surat Keputusan Nomor: 527/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 24
Juli 2015 tentang PERSETUJUAN PENGAJUAN SDR. H.
SUGIANTO SABRAN SEBAGAI CALON GUBERNUR
DAN SDR. HABIB H. SAID ISMAIL SEBAGAI CALON
WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE 2015-2020, dengan demikian sikap TERMOHON
seyogyanya (seharusnya) Menolak alau _tidak menerima
berkas pendaftaran dukningan dari_ DPP PPP untuk
Pasangan Calon Gubernur Dr. H. UTJANG ISKANDAR, ST. M.
Si. Dan_juga tidak menerima Pendaftaran Pasangan Calon
Gubernur Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Dan Calon
Wakil Gubernur H. JAWAWI, SP. §S. Hut, MP karena Kursi
Partai Pengusung Pada Pasangan Calon sudah kurang dan tidak
mencukupi dari ketentuan peraturan Perundang-undangan.

6. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015, Bawaslu Porvinsi
Kalimantan Tengah telah melakukan verifikas: dan Klarifikasi
faktual di Kantor DPP PPP Jakarta guna memastikan
keabsahan dan/atau akurasi dari pada seluruh dokumen-
dokumen yang telah diterbitkan, bahwa Bawaslu Provinsi
datang sebanyak 2 orang yaitu : Ir. Theopilus. Y. Anggen,
MMA dan Eko Wahyu Sulistiobudi, SE bertemu langsuny
dengan Sekertaris Jenderal DR, HR.A. DIMYATI N., SH.,
MH, M.Si, atas verifikasi dan klarifikasi tersebut dibuat
BERITA ACARA Faktual Nomor., 215/Div-
Was/Bawasiuw/KT/VII1/2015. (Bukti P-10)

7. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 TERMOHON telah
melakukan verifikasi dan klarifikasi faktual di Kantor DPP PPP
Jakarta guna memastikan keabsahan dan/atau akurasi dari pada
seluruh dokumen-dokumen yang telah diterbitkan oleh DPP
PPP. Dihadiri oleh 2 orang komisioner TERMOHON yaitu
Daan Rismon, S.IP dan Sepmi Wawalma, SH Kepada Ketua
umum H. DIAN FARIDZ di klarifikasi secara lisan via telp hal
ini terjadi karena TERMOHON terlambat datang dan dengan
Sekertaris Jenderal DR. H.R.A. DIMYATI N., SH., MH., M.Si
langsung bertemu dengan TERMOHON vang dibuatkan
BERITA ACARA. (Bukti P-11)
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8. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 Bawaslu Porvinsi

10.

11

Kalimantan Tengah telah melakukan verifikasi dan klarifikasi
faktual di DPP PPP Jakarta guna memastikan keabsahan
dan/atan akurasi dari pada seluruh dokumen-dokumen yang
telah diterbitkan oleh DPP PPP. Dari Bawaslu dihadiri
sebanyak 2 staf yzitu Klinson Kurlawa, SH dan Wahyu Agus
Prianto, SH Bertemu Ketua umum H. DJAN FARIDZ dan telah
di buat BERITA ACARA dan di tandatangani oleh Ketua
Umum DPP PPP dan disaksikan oleh Sekertaris Jenderal DR,
HR.A. DIMYATI N., SH., MH., M.Si, DPP-PPP. (Bukti P-
12)

Bahwa tanggal 20 Agustus 2015 TERMOHON telah
melakukan verifikasi dan klarifikasi faktual di DPP PPP Jakarta
guna memastikan keabsahar dan/atau akurasi dari pada seluruh
dokumen-dokumen yang telah diterbitkan oleh DPP PPP.
Untuk itu TERMOHON bertemu dengan Ketua umum H.
DJAN FARIDZ dan Sekertaris Jendaral Dr. HR.A. DIMYATI
N., SH., MH., M.Si, DPP-PPP dan telah membuat BERITA
ACARA yang ditandatangani oleh Ketua umum H. DJAN
FARIDZ dihadapan seluruh Komisioner KPU Provinsi
Kalimantan Tengah (TZRMOHON), (Bukti P-13)

Bahwa telah Dilakukan verifikasi dan klarifikasi faktual olch
Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan TERMOHON yang
tersebut diatas pada angku 6, 7, 8 da1 9 dalam Permohonan ini.
di DPP PPP Jakarta guna memastikan keabsahan dan/atau
akurasi dari pada seluruh dokumen-dokumen yang telah
diterbitkan oleh DPP PPP yang pokok-pokoknya adalah
sebagai berikut :

a. DPP-Partai Persatvan Pembangunan hanya menerbitkan |
(satu) Surat Keputusan Rekomendasi dengan menggunakan
MODEL.B.1-KWK PARPOL kepada pasangan Calon
Gubernur H. SUGIANTO SABRAN dan Calon Wakil
Gubernur HABIB H. SAID ISMAIL untuk kepentingai
Pencalonan Kepala Daerah Pilkada 2015 di Provinsi
Kalimantan Tengah.

b. DPP-Partai  Persatuan  Pembangunan  tidak  pernah
menerbitkan  Surat Keputusan Rekomendasi dengan
menggunakan MODEL.B.1-KWK PARPOL  kepada
pasangan Calon Gubernut Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST.
M. Si. Dan Calon Wakil Gubernur H. JAWAWI, SP. S. Hut,
MP. untuk kepentingan Pencalonan Kepala Daerah Pilkada
2015 di Provinsi Kalimartan Tengah. Kalaupun ada maka
itu PALSU Karena tidak memiliki asli dengan tanda tangan
dan steinpel basah.

Bahwa dengan demikian telah terjadi pelanggaran ketentuan
peraturan  perundang-undangan dalam proses penerimaan
pasangan calon yang dilakukan oleh TERMOL'ON karena
dengan sengaja mengetahui adanya dua pasang Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur didukung oleh 1 (satu) Partai Politik yang
sama, dimana SK DPP Paitai Politik tersebut sudah secara
terang benderang dinyatakan tidak diakui keabsahannya oleh
PEMOHON sebagaimana disebutkan pada angka 4 (empat)
Permohonan ini, sehingga TERMOHON telah melanggar Pasal
40 ayat (4) Jo Pasal 42 ayat (4) Jo Pasal 42 ayat (6) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebutkan :

T b



13.

14.

“(4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (salu)
pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lugi
oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya”.
Juncto

“(4) Pendafiaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Waki!
Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai
Politik dan sekretaris Partui Politik tingkat Provinsi disertai
Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentarg
Persetyjuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai
Politik tingkat Provinsi”.

Juncto

Pasal 42 ayat (6)

“Pendaftaran pasangan Culon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupai,
serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh
gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai
Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi
atau para ketua Partai Politik dun para sekretaris Partai
Politik di tingkat kabupatenkota disertai Surat Keputusan
masing-masing Pengurvs Partai Politik tingkat Pusat tentang
Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Par.ai
Politik tingkat provinsi danatau Pengurus Parpol tingkat
kabupaten/kota”

. Bahwa TERMOHON, TIDAK BERSIKAP NETRAL

(Memihak kepada pasangan UJANG-JAWAWI); faktanya
TERMOHON tetap menerbitkan KEPUTUSAN KPU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOK
30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015
tentang PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR
DAN  WAKIL GUBERNUR SEBAGAI PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH 2015, atas nzma pasangan Calon
Gubernur Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Dan Calon
Wakil Gubernur H. JAWAWI, SP. S. Hut, MP. tanpa

menghiraukan_dan_atau tanpa mengacu kepada HASIL
BERITA ACARA VERIFIKASI dan KLARIFIKASI KPU dan

BAWASLU PROV FALTENG terhadap H. DJAN FARIDZ
dan Dr. HR.A. DIMYATI N., SH., MH., M.Si, selaku Ketua
Umum dan Sekretaris Jenderal.

Bahwa sebagaimana te'ah disampaikan dan dipaparkan pada
angka 3 (tiga) huruf b Permohonan ini, disebutkan dengan jelas
hanya ada 1 (satu) Surat Keputusan Rekomendasi dengan
menggunakan  MODEL.B.1-KWK _PARPOL  kepada
pasangan Calon Gubernur H. SUGIANTO SABRAN dan
Calon Wakil Gubernur HABIB H. SAID ISMAIL untuk
kepentingan Pencalonan Kepala Daerah Pilkada 2015 (i
Zrovinsi Kalimantan Tengah yang dikeluarkan oleh DPP PPP
untuk menjadi syarat utama dalam pendaftaran bagi calon
Kepala Daerah Kepada TERMOHON.

Bahwa TERMOHON tetap menerbitkan KEPUTUSAN KPU
PROVINSI KALTMANTAN TENGAH NOMOR
30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015
tentang PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR
DAN  WAKIL GUBERNUR SEBAGAI PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH 2015, kepada pasangan Calon

S L
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16.

Gubernur Dr. H, UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Dan Calon

Wakil Gubernur H. JAWAWI, SP. S. Hut, MP. Sangat jelas

telah mencederai taat akan tegaknya hukum di negeri yang

menjunjung tinggi hukum ini. Pelanggaran tersebut capat
dibuktikan dengan telah diabaikannya PERATURAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG

PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAL

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA yaitu :

Pasal 42A

“(5) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

yang wajib disampaikan pengurus Partai Politik  atou

Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten’kotu

kepada ~ KPU  ProvinsiyKIP  Aceh atau  KPU/KIP

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (4) terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud pad.

Pasal 42 ayat (1) huruf a dan Pasal 43 ayat (1) huruf b sampai

dengan huruf f, dilengkapi dengan:

a. Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik
tingkat pusai yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan
tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan
JSormulir Model B.1-KWK Parpol”.

Bahwa perlu diketahui dalam hal ini TERMOHON Jjuga
mengeluarkan SK Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan nomor
SK yang berbeda-beda untuk setiap nama pasangan calon yang
ditetapkan (SK yang diterbitkan ada tiga) dengan no SK yang
berbeda yaitu SK nomor : 29/Kpts/KPU-Prov-020/2015 dan
30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 serta  31/Kpts/KPU-Prov-
020,/2015 tanggal 24 Agustus 2015 untuk mas.ng-masing 3
(tiga) Pasangan Calon yang seharusnya sesuai dengan
ketentuan dan kelaziman yang ada SK yang dikeluarkan
TERMOHON cukup dengan 1 (satu) nomor SK dalam
menetapkan semua Pasangan Calon. Dengan adanya 3 (tiga)
nomor SK Pasangan Calon, untuk hal itu PEMOHON sudah
meminta kepada TERMOHON secara resmi melalui surat
Permohonan  nomor  34/TIM-KAMPANYE/SH/VIII/2015
tanggal 25 Agusutus 2015 namun tidak pernah digubris dan
tidak bersedia menyerahkan SK Penetapan Pasungan calon
yang lain tersebut kepada PEMOHON. (Bukti P-14)

Bahwa dengan adanya Keputusan TERMOHON yang
demikian telah menimbulkan kerugian bagi PEMOHON berupa
hilangnya simpatisaan dukungan PPP di wilayah Provinsi
Kalimantan Tengah akibat digunakannya MODEL.B.1-KWK
PARPOL yang diduga PALSU dalam Berkas Pendaftaran
Pasangan Calon UJANG-JAWAWI ke K2U Provinsi
Kalimantan Tengah dan MODEL.3.1-KWK PARPOL yang
diduga palsu tersebut  bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, ironisnya walaupun
TERMOHON sudah mengetahui dokumen tersebut CACAT
HUKUM sebagaimana hasil verifikasi yang dilakukan oleh
TERMOHON di DPP-PPP, namun TERMOHON tetap
menjadikan  dokumen-dokumen yang CACAT HUKUM
tersebut  scbagai alas dasar dalam proses pembentukan

Keputusan TERMOHON
/Z' % 10 —4



17. Bahwa berdasarkan uraian dan pemaparan Permohonan
Penyelesaian Sengketa PEMOHON pada Pemilihan Kepala
Daerah diatas, PEMOHON berharap Bawaslu Provinsi
Kalimantan Tengah untuk dapat segera memeriksa dun
mengabulkan permohonan PEMOHON dalam  waktu yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, agar PEMOHON bisa mengikuti  tahapan
penyelenggaraan Pemilukada sesuai dengan jadwal yang ada
demi tegaknya suatu keadilan dan bermartabat agar menjadikan
Pemilu Kepala Daerah ditahun 2015 ini menjedi lebih baik,
jujur dan adi!.

V. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN

Berdasarkan clalil-dalil terurai diatas, Pemohon memohon agar
Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dapat memeriksa
permohonan ini untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan/atau. Mengabulkan Permohonan PEMOHON
untuk seluruhnya.

2. Menyatakan salah dan bertentangan dergan hukum
Keputusan TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah) Nomor J36/Kpts-Prov-
020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pznetapan
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai
Peserta Pemilihan Gubernur dan 'Wakil Gubernur
Kalimnantan Tengah tahun 2015. Atas nama DR. H. UJANG
ISKANDAR, ST, M.Si sebagai Calon Wakil Gubernur
dan H. Jawawi SP, S.Hut, MP sebagai Calon Wakil
Gubernur

3. Membatalkan Keputusan TERMOHON (Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Kalimantan Tengah) Nomor 30/Kpts-
Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Tengah tahun 2015. Atas nama DR. H. UJANG
ISKANDAR, ST, M.Si sebagai Calon Gubernur dan H.
Jawawi SP, S.Hut, MP sebagai Calon Wakil Gubernur.

4. Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan keputusan
ini.

Dan apabila Bawaslu Provinsi bzrpendapat lain, mohon
keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah permiohonan PEMOHON, dengan harapan Badan
Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah dapat segera

memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini secsra
adil.



2. (bukti-bukti Pemohon)

Bukti P - 1 : Surac Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor: 29/Kpts-Prov-020/2015 tanggal
24 Agustus 2015 tentang Penetapan
. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan
Gubernur  dan  Wakil  Gubernur
Kalimantan Tengah tahun 2015. Atas
nama Pasangan Calon Gubernur
H.SUGIANTO SABRAN dan Calon
Wakil  Gubernur HABIB  SAID
ISMAIL.

Bukti P -2 : Keputusan KPU Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor; 30/Kpts-Prov-
020/2015 tentang Penetapan Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Kalimantan
Tengah tahun 2015. Atas nama Dr.
UJANG ISKANDAR, ST, M.Si.,
SEBAGAI CALON GUBERNUR
DAN SDR. H. JAWAWI, SP.S. Hut.
MP., SEBAGAI CALON WAKII,
GUBERNUR (Objek Sengketa). Surat
Undangan Rapat Pleno KPU Provinsi
Kalimantan Nomor 054/UND/VIII/2015
tanggal 24 Agustus 2015 diwjukan
kepada PEMOHON.

Bukti P -3 : Surat  Keputusan DPP-PPP  No.
416/KPTS/DPP/V1I/2015 tertanggal 7
Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan
Sdr. DR. UJANG ISKANDAR, ST.,
MSI sebagai Calon Gubernur Provinsi
Kalimantan Tengah Periode 2015-2020.
BuktiP -4 : Foto Copy MODEL B.1 KWK
PARPOL DPP-PPP tentang “Keputusarn
Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat
tentang Persetujuan Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Kalimantan Tengah atas nama Dr. H.
UJANG ISKANDAR, ST., M Si dan H.
JAWAWI, SP.S. Hut. MP, tertanggal 25
Juli 2015.

SuktiP-5 : Surat Pengaduan Nomor:
002/TKH/SP/VIII/2015 tertanggal 03
Agustus 2015 kepada KPU R.I. dan
lY KPU Provinsi Kalimantan Tengah,
Bawaslu R.I, Bawaslu Provinsi ‘
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Kalimantan Tengah dan DKPP R.1.

BuktiP - 6

SK-Surat Keputusan Nomor:
527/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 24
Juli 2015 tentang PERSETUJUAN
PENGAJUAN H. SUGIANTO
SABRAN SEBAGAI CALON
GUBERNUR DAN HABIB H. SAID
ISMAIL SEBAGAI CALON WAKIL
GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH PERIODE
2015-2020.

Bukti P -7

MODEL B.1-KWK PARPOL tentang
“Keputusan Pimpinan Partai Politik
Tinghat Pusat tentang Persetujuan
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
atas nama H. SUGIANTO SABRAN
dan HABIB H. SAID ISMAIL
tertanggal 22 Juii 2015.

Bukti P- 8

BERITA ACAKA DPP-PPP tanggal 27
Juli 2015.

Bukti P- 9

SURAT PERNYATAAN DPP-PPP
tanggal 28 Juli 2015.

' Bukti P- 10

BERITA ACARA Verifikasi dan
Klarifikasi Faktual Bawaslu Provinsi
iomor 215/Div-
Was/Bawaslw/KT/VIII/2015 tanggal 13
Agustus 2015.

Bukti P- 11

Berita Acara Verifikasi KPU Provinsi
Kalimantan Tengah atas nama DR.
HR.A. DIMYATI N,, SH., MH., M.Si,
selaku Sekretaris Jenderal DPP-PPP
tanggal 14 Agustus 2015.

Bukti P- 12

Berita Acara Verifikesi Bawaslu

Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 20
Agustus 2015.

' Bukti P- 13

Berita Acara Verifikasi KPU Provinsi
Kalimantan Tengah atas nama H. DJAN
FARIDZ selaku Ketua Umum DPP-PPP
tanggal 20 Agustus 2015.




BuktiP-14 |: Surat Permohonan nomor 34/TIM-
KAMPANYE/SH/VIII/2015  tentang
meminta Surat Keputusan KPU Provinsi
Kalteng Pasangan Calon tanggal 25
Agusutus 2015

3. (uraian jawaban T'ermohon)
Menanggapi pokok permohonan dari Pemohon, KPU Provinsi
Kalimantan Tengah melalui Kuasa Hukum menyampaikan
tanggapan sebagai berikut :
1. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL
STANDING) SEBAGAI PEMOHON

Adapun alasannya sebagai berikut :

a) Bahwa Termohon pada tanggal 24 Agustus 2015 telah
menetapkan H.SUGIANTO SABRAN dan HAB/B
H SAID ISMAIL sebagai Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2015-2020 sebagaimana yang tertuang dalam
Surat Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU-
Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 (Bukti T.1)

b) Bahwa berdasarkan bagian menimbang huruf a, Pasal

4 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang
ata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota dan Formulir Model
PS-1 Permohonan (Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun
2015) , maka secara hukum Pemohon tidak
mempunyai kedudukan Hukum (legul standing)
sebagai Pemohon karena Pemohon telah
ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Guberrur Provinsi Kalimantan Tengah, dan
dengan demikian secara hukum Pernohon tidak
mempunyai kerugian konstitusional (Vide
keterangan ahli Refli Harun, SH., MH., LLM dan
Bambang Eka Cahya Widodo)
Ahli yang diajukan Pemohon yaitu Margarito Kamis
menerangkan juga Lampiran Formulis Model PS3-1
pada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 adalah
wajib ditaati Badan Pengawas Pemilihan Umum
(BAWASLU), yang mana dalam Formulir tersebut
terdapat frasa Pemohon adalah Passngan Calon
yang tidak ditetapkan

c) Bahwa mengenai Pemohon tidak mempunyai
kedudukan hukum (legal standing) berdasarkan
hukum  juga telah dikuatkan dengan Fatwa
Mahkamah Agung RI Nomor -
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115/Tuaka. TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang
ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu RI
pada bagian Nomor 4, puda intinya menyatakan
Pernohon  yang  dapat mengajukan  sengketa
musyawarah ke Badan Pengawas Pemilihan Umum
(BAWASLU) adalah Pasangan calon yang telah
mendaftarkan namun tidak ditetapkan sebagai
Pasangan Calon

d) Bahwa menurut keterangan Ahli yaitu Refli Harun,
SH, MH, LLM dan Bambang Eka Cahya Widodo
(Mantan Ketua Eawaslu RI), karena Fatwa MA 1]
tersebut yang meminta adalah Bawaslu maka
seyogyunya semua Bawaslu RI termasuk Bawasu
Provinsi tunduk dan patuh pada Fatwa Mahkama!
Agung RI tersebut.

Berdasakan  keseluruhan penjelasan diatas  yang
berdasakan ketentuan UU, Peraturan Bawaslu dan
Ket:rangan Ahli maka dapat disimpulkan secara hukum
Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum
(Legal Standing) sebagai Pemohon dalam permohonan
sengketa k¢ Bawaslu Provinsi Kalimartan Tengah.

SURAT KUASA KHUSUS NOMOR 005/ SK/
TKHP/VIII/20'S TANGGAL 25 AGUSTUS 2015
DARI PEMOHON KEPADA KUASA HUKUMNYA
CACAT HUKUM SEHINGGA MENGAKIBATKAN
PERMOHONAN PEMOHON BATAL DEMI
HUKUM

Adapun alasannya sebagai berikut:

a) Bahwa berdasarkar. Pasal 8 ayat 1 Peraturan Bawaslu
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota diatur mengenai Kuasa Hukum.

b) Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Advokat secara hukum dzpat dimaknai
Kuasa Hukum haruslah Advokat, person-person yang
bukan Advokat secara hukum tidak dapat sebagai
Kuasa Hukum, secara hukum mereka hanya dapat
sebagai Kuasa biasa saja, misal mewakili kepentingan
pemberi kuasa untuk menurus surat, melakukan
pembayaran dll.

¢) Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Nomor
005/SK/TKHP/VIII/2015 tersebut ternyata secara
faktual terdapat adaya Kuasz Hukum Pemohon yang
bukan Advokat, dengan demikian secara hukum Surat
Kuasa Khusus tersebut berventangan dengan Pasal 8
ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 dan
Pasal 1 UU Nomor 13 Tahun 3003 tentang Advokat.
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Berdasarkan  penjelasan  diatas maka  dapat
disimpulkan Surat Kuasa Khusus Nomor
U05/SK/TKHP/VIIV2015 tanggal 25 Agustus 2015
tersebu’ bertentangan dengan hukum, maka zkibat
hukumnya Surat Kuasa Khusus tersebut cacat hukum,
dengan demikian karena Surat Kuasa Khusus tersebut
cacad hukum maka secara hukum Permohonan Nomor
: 01/PPS/TKHP/V1II/2015 tanggal 25 Ajustus 2015
tersebut sejak semula batal demi hukum.

DALAM POKOK PERKAFA

I Buhwa hal-hal yang telah disampaikan pada bagian
Eksepsi tersebut adalah merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan
dengan materi Pokok Perkara.

2. Bahwa Termohon sudah melakukan
kewenangannya dengan tepat dan benar
berdasarkan  Ketentuan Undang-Undang dan
Peraturan KPU lainnya sehubungan  Surat
Keputusan DPP PPP Pimpinan H. Djan Faridz No
416/KPTS/DPP/VII/2015 tertanggal 7 Juli 2015
tentang persetujuan pengajuan Dr. H.Ujang
Iskandar, ST., M.Si sebagai Calon Gubenur
Provinsi Kalimantan Tengah dan Model B.1. KWK
PARPOL dari DPP PPP Pimpinan Djan Faridz,
dengan alasan sebagai beriku :

a) Berdasarkan perintal yang terdapat pada bagian
Memutuskan Nomor 2 pada Surat Keputusan No
416/KPT/DPP/VII/2015 tertanggal 7 Juli 2015
maka DR.H.Ujang Iskandar, ST.Msi telah
inembuat Surat Pernyataan tanggal 8 Juli
2015 yang secara formal menyatakan telah
memutuskan  H. Jawawi, SP., S.Hut, MP
sebagei pasangan Calon Wakil Gubernurnya
dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2015-2010. ( Bukti
T.6, Bukti T.7)

b) Termohon telah menerima Bukti T.6 dan Bukti
T.7 dalam satu kesatuan berkas dan Model
B.1.LKWK PARPOL tanggal 25 Juli 2015 yang
telah dikeluarkar. oleh DPP PPPP Pimpinan
Djan Faridz pada waktu pendaftaran pada
tanggal 27 Juli 2015 (Bukti T.8)

¢) Pasangan Calon Guburnur dan Wakil Gubernur
Provinsi ~ Kalimantan Tengah DR.H. Ujaug
Iskandar, ST., M.Si dan H. Jawawi, SP., S Hut,
MP pada waktu pendaftaran telah juga dihadiri
perwakilan sah DPW PPP Pimpinan Djan
Faridz  Provinsi  Kalimantan Tengah,
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kehadiran ini merupakan bukti faktual yuridis
memang benar DPW PPP Pimpinan Djan Faridz
te:ah mengusung Pasangan Calon tersebut
(Bukti T.15)

Dengan demikian berdasarkan hal-nal tersebut
diatas dan ketentuan Peraturan Undang-undang den
Pecaturan KPU lainnya maka pendaftaran
Pasangan Calon Guburnur dan Wukil Gubernur
Provinsi Kalimantan Tengah DIr. H. Ujang
Iskandar, ST., M.Si dan H.Jawawi, SP., S.Hut., MP,
telah dapat diterima oleh Termohon pada tanggal
27 Juli 2015.

3. Bahwa tindakan Termohon menolak DPP PPP
Pimpinan Djan Faridz untuk pasangan Calon
H.Sugiyanto Sabran dan Habib.F.Said dalam
pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubenur Provinsi Kalimentan Tengah
tanggal 28 Jli 2015 menurut hukum telah tepat
dan benar, dengan alasan sebagai berikut :

a) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Guberaur  Provinsi  Kalimantan  Tngah
H.Sugianto Sabran dan Habib H.Said Ismail
hanya didukung oleh satu kepngurusan DPP
PPP, yaitn DPP PPP Pimpinan Djan Faidz,
tidak ada dukungan dari DPP PPP
Pimpinan Romahurmuziy ( Pasul 56 ayat
4,5,6 dan 7 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun
2015)

b) Tindakan Termohon juga didasarkan
ketentuan peraturan yang menyatakan
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
pengusung yang telah mendaftarkan pasangan
calon kepada KPU Provinsi atau KPU
Kabapaten tidak dapat menar ik
dukungannya (Ketentuan Pasal 6 Peraturan
KPU Nownor 9 Tahun 2015)

¢) Termohon mengetahui secara resmi adanya
pergantien kepengurusan DPW PPP Provinsi
Kalimantan Tengah tanggal 27 Juli secara
faktual baru pada tanggal 28 Juli 2015
ketika diinfoxan MULYADI yang mengak
sebagai Ketua bau DPW PPP Provinsi
Kalimantan Tngah.

Ketidak tahuan Temohon mengenai perubahan
kepengurusan DPW PPP Kalimantan Tengah
tersebut sangat beralasan karena DPP PPP
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Pimpinan Djan Faridz melalu Jurat Nomor
588/PEM/DPP/V11/2015 tanggal 28 Juli 2015 baru
memberitahu KPU Pusat tentang pergantian
pengurus DPW PPP Provinsi Kalimantan Tengah.
Kemudian KPU Pysat menayangkan dalam
website-nya pada tanggal 28 Juli 2015 pukul
21.15.48 WIB (Bukti T.13 dan Bukti T.14)

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas
maka menurut  hukum tindakar  Termohon
menerima pendaftaran Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
Dr. H.Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H.Jawawi,
SP., S.Hut., MP pada tanggal 27 Tuli 2015 telah
tepat dan benar,

4. Bahwa Surat Keputusan DPP PPP No
416/KPTS/DPP/VII/2015 tertanggal 7 Juli 2015
yang dikeluarkan DPP PPP Pimpinan Djan Faidz
telah mempnnyai kekuatan hukum dan dapat
diterima hukum, alasannya sebagai berikut -

a) Berdasarkan keterangan Ketua Umum Dpp
PPP, Djan Faridz dan Sekjen DPP Ppp
DR.R.Achmad Dimyati Natakusumah
SH,MH, Msi yang menyatakan tidak pernah
pernah mencabut surat tersebut.

b) Ahli Bambang Eka Cahya Widodo (mantin
Ketua Bawaslu RI) yang menjelaskan hal
yang biasa dalam pemilu Pilkada terjadi
banyak akal-akalan Partai Politik, hal ini aca
kaitannya dengan dugaan inoney politic,
sehingga dapat disimpulkan keterangan Djan
Faridz dan Dimyati yang menyatakan Surat
tersebut  bersifat sementara, jelas hanya
alasan tanpa dasar karena secara faktual
isi surat terscbut tidak menyebut batasan
waktu  berlakunya atau ada Kkata
berlakunya hanya sementara.

¢) Ahli Refli Harun, SH, MH, LLM
menjelaskan Surat tersebut teah mempunyui
makna hukum dan memenuhj ketentuan
formil karena surat tersebut jelas maksudnya
(genuing Intention) dan secara subtantif
yuridis sudah dapat diterims. untuk
pendaftaran Pasangan cajon Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
karena telah dilampiri Surat penunjukan dari
Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si kepada
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Jawawi, SP., S.Hut, MP sebagai wakilnya
(T.6 dan T.7)

d) Termohon dengan tegas menolak keterangan
Ahli Mergarito Kamis yang menyatakan
dalam Surat tersebut harus raenyebut nama
pasangannya, menurut hemat kami
keterangan tersebut salah karena pada Surat
tersebut di bagian Memutuskan Nomor 2 jelas
Dr. H.Ujang Iskandar,ST., M.Si
diperintahkan untuk menentukan
pasangannya, dan  selanjutnya  telah
menentukan Jawawi, SP., S Hut., MP sebagai
pasangannya sebagai calon wakil Gubernur
Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Mengenai Model B.1.KWK PARPOL yung
dikeluarkan oleh DPP PFP Pimpinan H. Djan
Faridz yang diduga palsu, Termohon telah
bertindak benar dan tepat sesuai ketentuan
Perundangan dan Peraturan lainnya, alasan
sebagai berikut :

a) Termohon ketika menerima Model B.1. K WK
PARPOL DPP PPP Pimpinan Djan Faridz
untuk Pasangan Calon Guburnur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Dr. H.
Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H.Jawawi,
SP., S.Hut, MP tidak ada yang keberatan
dan secara faktual yuridis juga dihadiri
Pengurus DPW PPP Provinsi Kalimantan
Tengah yang sah.(T.15)

b) Sehubungan pernyataan dari DPP PPP
Pimpman H. Djan Faridz yang menduga
dokumen tersebut palsu, maka untuk
mendapatkan informasi yang sebenarnya
Termohcn  melakukan  verifikasi  dan
klarifikasi kepada DPP PPP Pimpinan Djan
Faridz yakni Djand Faridz dan Dr. HR.A.
Dimyati Natakusumah SH.,, MH., MSi.,
Yulbikar Rifki pada tanggal 14 dan 20
Agustus 2015 dan kepada Ketua DPW
Provinsi Kalimantan Tengah waktu itu vyaitu
Hj Noorhasanah dan Dr. H. Ujang Iskandar,
ST., M.Si pada tanggal 19 Agustus 2015
(Bukti T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21,
T.22, T.23)

¢) Termohon melakukan veifikasi dan klarifikasi
tersebut sebagai wujud sikap tidak memihak
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(impartial) dan asaz kehati-hatian (prudent)
dalam menyikapi permasalahan Model
B.1. KWK PARPOL DPP PPP Pimpina Djan
Farid: tersebut.

d) Berdasrkan verifikasi dan klarifikasi tersebut
Termohon mendapatkan informasi yeng
berbcda yaitu DPP PEP Pimpinan H. Djan
Faridz menyatakan dugaan dokumen
tersebut dipalsu dan Hj Noorhasanah Ketua
DPW Provinsi Kalimantan Tengah waktu itu
serta Dr. H Ujang Iskandar, ST., M.Si
menyatakar. sebaliknya, dokumen tersebut
benar dari DPP PPP Pimpinan Djan
Faridz.

e) Termohon juga melakukan perbandingan
dengan Model B.1. KWK PARPOL DPP PPP
Pimpinan Djan Faridz untuk Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupat Kabupaten Kota
Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
untuk Calon Bupati Djunaidy Drakel dan
Haryanto, SH tanggal 22 Juli 201, secara
fisik dokumen tersebut mempunyui
kesamaan/kemiripan dengan Model
B.1. KWK PARPOL DPP PPP Pimpinan H.
Djan Faridz untuk Pasangan Calor. Guburnur
dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan
Tengah Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan
H.Jawawi, SP., S.Hut, namuu dokumen
tersebut tidak dipermasalahkan oleh DPP
PPP Pimpinan H. Djan Faridz. ( T.10)

f) Ketentuan Pasal 2 huruf d UU Nomer 15
Tahun 2011 tentang Penyelenggra Pemilu dan
Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP
Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun
2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode
Etik penyelenggara pemilihan umum pada
intinya menyatakan proses penyelenggaraan
pemilihan umum harus taat asas kepastian
hukum.

g) Termohon berdasarkan asas kepatian
hukum sebagaimana telak dijelaskan
diatas maka dalam menyikapi sehubungan
adanya ketidak pastian keterangan/informrasi
dugaan palsu Modsl B.1. KWK PARPOL
DPP PPP Pimpinan H. Djan Faridz untuk
Pasangan Calon Guburnur dan Wakil
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Gubernur Provinsi  Kalimantan Tengah
DR.H.Ujang Iskandar,ST,M.Si dan
H.Jawawi, SP, S.Hut maka Termohon
memutuskan  menunggu Putusan
Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde) mengenai adanya
dugaan palsu terhadap dokumen tersebut.

6. Termohon menurut hukum telah bertindak
tepat dan benar sesuai ketentuan Undang-
undang dan Peraturan lainnya sehubungan
permasalahan dugaan palsu Model B.1.KWK
PARPOL DPP PPP Pimpinan Djan Faridz untuk
Pasangan Calon Guburnur dan Wakil Subernur
Provinsi Kalimantan Tengah Dr. H. Ujang
Iskandar, ST., M.Si dan H.Jawawi, SP., S.Hut,
alasannya setagai berikut :

a) Temohon terikat secara hukum dengan
Pasal 2 huruf d UU Nomor 15 Tahun 20111
tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan
Bersama KPU, Bawaslu dan KPP Nomor
13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik
penyelenggara pemilihan umum, sehingga
harus tunduk dan patuh melaksanakan
ketentuan aturan tersebut.

Termohon sangat menolak keterangan Dr.
Margarito Kamis, SH., MH yang menyatakan
UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggra Pemilu tidak mengikat KPU
Provinsi Kalimantan Tengah  sebagai
penyelenggra Pemilukada Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan
Tengah,

b. Ahli Refli Harun, SH., MH., LLM

menyatakan sikap Termohon menunggu
Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap (inkracht van gewijsde) mengenal
dugaan paslu dokumen tersebut adalah sikap
yang benar dan tepat karena acuannya
adalah asas kepatian hukum.
Bahlan Ahli Refli Harun, SH.,, MH., LL'M
menjelaskan dugaan pemalsuaan dokumen
adalah masuk ranah proses huknm pidana,
KPU Provinsi Kalimantan Tengah tidax
boleh mengambil hak kewenangan
Lembaga penegak hukum lain, dalam hal
ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
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Termohon dengan tegas menolak keterangan
ahli Dr. Margarito Kamis, SH., MH dan ahli
Pidana dari Termohon yang menyatakan pada
saat ini KPU dapat bertindak dengan
mercabut  Surat  Keputusan  Nomor
30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 yang
menetapkan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si
dan H. Jawawi, SP., S.Hut, MP sebagai
Pasangen Calon Guburnur dan Wakil
Gubernur  Provinsi Kalimantan Tengah.
Menurut hemat kami keterangan tersebut
sangat tidak benar dan bertentangan
dengan asas kepastian hukum.

. Selain itu ahli Refli Harun, SH., MH., LLM

menyatakan sikap Termohon yang melakukan
verifikasi dan klarifikasi mengenai dokumen
yang diduga palsu tersebut kepada kedua
pihak yaitu kepada DPP PPP Pimpinan Djan
Faridz pada tanggal 14 dan 20 Agustus 2015
dan kepada Ketua DPW Provinsi Kalimantan
Tengah waktu itu yaitu Hj Noorhasanah dan
Dr. H.Ujang Iskandar, ST., M.Si pada tanggal
19 Agustus 2015 adalah sikap yang tepat
dan benar yang berlandasakan asas tidak
memihak (impartial) dan kehati-hatian
(prudent)

4. (bukti-bukti Termohon)

| Bukti T-1

Bukti T-2

. | Lampiran I Peraturan Bawaslu RI
WNomor 8 Tahun 2015, Formulir Model
P-S 1 Pe:mohonan Penyelesaian
sengkete, pada lembar pertama bagian
bawah terdapat frasa :

Sebagai pasangun Calon yang
mendaftarkan diri atau didaftarkan ke
KPU Provinsi dan KPU
Kabipaten/Kota atau Partai Politik
‘ ataw  gabungan  Partai  Politik |

| Pengusung pasangan calon, yang |
' tidak ditetapkan KPU, dalam hal dst |

Surat Keputusan Termohon Nomor
29/Kpts/KPU-Prov-020/2015  tanggal
24 Agustus 2015 H. Sugiyanto Sabran
dan Habib H Said Ismail ( Pemohon)
sebagai pasang calon Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2015-
2020




Bukti T-3 .| Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor
115/Tuaka. TUN/V/2015 tanggal 21
Mei 2015 pada bagian Notwor 4, yang
pada intinya menyatakan Pemohon
sengketa ke Bawaslu Provinsi dan
Panwaslu Kabupaten/Kota hanyalah

pihak yang tidak ditetapkan sebagai
pasangan calon,

Bukti T-4 . | Surat  Keputusan KPU Provinsi
Kalimantan  Tengah  Nomor
06/Kpts/KPU-Prov-020/1V/2015
tentcng Penetapan Syarat Dukungan
Partai Politik atau Gabungan Partai
Politkk Dalam Pemilihan Gubernur
Kalimantan Tengah Tahun 2015
Tanggal 20 April 2015

Bukti T-5 : | Formulir BKWK PARPOL, formlir
B2 KWK PARPOL, Formulir B.4
KWK PARPOL Formulir B.3 KWK
PARPOL

Bukti T-6 © | Surat Keputusan Nomor
416/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 7
‘ Juli 2015 tentang  Persetujuan
Pengajuan Sdr. Dr. H. Ujang Iskandar,
ST., M.Si sebagai Calon Gubernur
Provinsi Kalimantan Tengah Periodc
2015-2020 dari DPP  PPP,yang
ditandatangani oleh Ketua Umum
H.Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal
Dr. H R. A Dimyati N, SH, MH,
M.Si

Bukti T-7 © | Surat Pernyataan tanggal 8 Juli 2015

yanz dibuat oleh Dr. H. Ujang
Iskandar, ST., M.Si

BuktiT-8 | : [Model B. 1.KWK PARPOL yang
dikelnarkan oleh DPP PPP
kepengurusan Djan Faridz untuk
Nama Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur DR.H.Ujang Iskandar, ST.,
M.Si dan H.Jawawi,SP., S.Hut., MP
tanggal 25 Juli 2015

Bukti T-9 . | Surat Keputusan Termohon Nomor
30/Kpts/KPU-Prov-020/2015  tanggal
24 Agustus 2015 mengenai penetapan
pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Dr. H. Ujang Iskandar, ST.,

.S1 dan H. Jawawi, SP., ~.Hut., MP
sebagai pasangan calon Gubernur
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dan Wakil Gubernur Provinsi
Kalimatan Tengah tahun 2015-2020

Bukti 1-10 © | Model B.1L.KWK PARPOL yang
dikeluarkan olech  DPP PP
kepengurusan Djan Faridz untuk
Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten = Kotawaringin ~ Timur
Provinsi Kalimantan Tengah untuk
Calon Bupati Djunaidy Drakel dan
Nama Haryamo,SH tanggal 22 Juli
2015

Bukti T-11 . | Surat Keputusan Nomor : 527/KPTS/ |
DPP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015
tentang  Persetujuan  Pengajuan
H. Sugiyanto Sabrun dan Habib H Said
sebagai Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur provinsi Kalimantan Tengal
periode 2015-2020 dari DPP PPP,
yang ditandatangani oleh Ketua
Umum H. Djan Faridz dan Sekretaris
Jenderal Dr. H. R. A. Dimyati N, SH,
MH, M.Si

Bukti T-12 | Model B.1LKWK PARPOL yang
dikeluarkan ~ oleh  DPP  PPP
kepengurusan Djan Faridz untuk
Nama Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur H.Sugiyarto Sabran dan
Habib H Said Ismail tanggal 22 Juli
2015

Bukti T-13 © | Surat Nomor 588/PEM/DPP/VI1/2015
tertanggal 28 Juli 2015 vyang
dikeluarkan DPP PPP Kenengurusan
H. Djan Faridz kepsun Komisi
Pemilihan Umum Pusat mengenai
pemberitahuan SK DPW PPP Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor : 261-
A/SK/DPP/W/VII/2015 tanggal 27 Juli
2015 tentang perubahan kepengurusan
DPW PPP Kalimantan Tengah

Bukti T-14 | . | KPU R! di websitenya
mengupload/menayangkan perubahan
kepengurusan DPW PPP Provinsi
Kalimantan Tengah baru pada tanggal
28 Juli 2015 pukul 21.15.48 WIB

Bukti T-{5 . | Bukti Pendaftaran Pasangan Calon
(Paslon), dan kehadiran dukungan
Gabungan Partai Politik pengusung
untuk Pasangan Calon DR. H. Ujang
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Iskandar, ST., M.Si dan H. Jawawi,
SP., S.Hut.,, MP pada tanggal 27 Juli
2015 di KUP Provinsi Kalimantan
Tengah

Bukti T-16 .| Berita Acara Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :
49/BA/VIII/2015 tentang Verifikasi
Berkas Calon Gubernur/wakil
Gubernur Kalimantan Tengah Tahun |
2015 pada hari Jumat tanggal 14
Agustus 2015 dengan Dr. H. R.
Achmad Dimyati Natakusumah SH,
MH, M.Si

Bukti T-17 . | Berita Acara Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :
S5/BA/VIII/2015 tentang Verifikasi
Berkas Calon Gubernur/Wakil
Gubernur Provinsi Xalimantan Tengah
Tahun 2015 pada hari Jumat tanggal
14 Agustus 2015 dengan H. Djan
Faridz

Bukti T-18 .| Berita Acara Komisi Pemilihan Umum |
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :

48/BA/VIII/2015 tentang Verifikasi

Berkas Calon Gubernur/Wakil

Guberrur Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2015 pada hari Jumat tanggal

14 Agustus 2015 dengan Yulbikar

Rifki (Wasekjer/Korwil DPP PFPP

Korwil Kalimantan Tengah)

Bukti T-19 . | Berita Acara Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :
52/BA/VIII/2015 tentang Verifikasi
Berkas Calon Gubernur/Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2015 pada hari Rebu tanggal 19
Agustus 2015 dengan Hj. Norhasanah
(Ketua DPW PPP Kalimantan Tengah)

Bukti 1-20 . | Berita Acara Komisi Pemilihan Umum
Piovinsi Kalimantan Tengah Nomor -
../BA/VIII/2015 (nomor dengan 52
karena  satu  kesatuan) tentang
Verifikasi Berkas Calon
Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2015 pada
hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015
dengan Hj. Norhasanah (Ketua DPW |

PPP Kalimantan Tengah) ‘
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Bukti T-21 : ‘ Berita Acara Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengeh Nomor :
51/BA/VIII/2015 tentang Verifikas,
Berkas Calon Gubernur/Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2015 pada hari Rabu tanggal 19
Agustus 2015 dengan Dr. H. Ujang
Iskandar, ST M.Si

Bukti T-22 : Tranéfn'p Wawancara  Termohon
dengan H. Djan Feridz dan DR. R
Achmad Dimyati Natakusumah SH.,
MH., M.Si di Kantor DPF PPP Jalan
Diponegoro pada tanggal 14 Agustus
2015

 Bukti T-23 o | Transkrip  Wawancara Termohon
dengan H. Djan Faridz dca Dr. H R
Achmad Dimyati Natakusumrah SH,
MH, M.Si di Kantor DPP PPP Jalan
Diponegoro pada tanggal 20 Agustus
2015

6. Keterangan Pihak Terkait
1) Kedudukan Hukum (Legal Standing) PEMOHON.

a. Baawa Pemohon dengan jelas dan tegas terbukti tidak
mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing)
dalam mengajukan perkara permohonan a quo.

b. Bahwa berdasarkan Bukti-Bukti Surat yang Pihak
Terkait telah ajukar. dalam sidang Musyawarah terkait
hal tersebut di atas, vaitu:

Bukti  Surat (PT-05) perihal:  Surat Fatwa
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
115/Tuaka. TUN/V/2015 tertanggal 25 Mei 2015.

Dan,

Bukti Surat (PT-21), perihal: Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cary
Penyelesaian  Sengketa Pemilihan Gubernur duy
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
atau Walikota dan Wakil Walikota,

¢. Bahwa Surat Fatwa Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 115/Tuaka. 1UN/V/2015
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tertanggal 25 Mei 2015, yang ditegaskan dalam
angka 4, menyataknn:
Angka 4

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 142 UU
No. 1 Tahun 2015 juncto UU No. 8 Tahun 2015, maka
Pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota namun

tidak ditetapkan sebagai peserta Pemilihan yang
memiliki _Legal Standing untuk mengajukan

sengketa ke Bawaslu Provinsi dan_Panwaslu

Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa antar
Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan
sebagaimana dimaksud pasal 142 a quo.

. Bahwa betapa PENTING Surat Fatwa Mahkamah
Agung RI ini untrk diikuti oleh Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi maupun Panwas
Kabupaten/KKota dalam hal memutus Sengketa
Pemilihan, karena [ika tidak diikuti maka kemudian

jelaslah akan terjadi pelanggaran berat terhadap

hak konstitusional Pihak Terkait yakni menutup
peluang Pihak Terkait untuk menempuh upaya
hukvm apapun demi untuk mendapatkan keadilan.

. Bahwa terkait perkara permohonan a quo, Jika Bawaslu
Provinsi mengabulkan perkara permohonan a guo, yang
inana jelas-jelas permohonan yang diajukan oleh
Pemohon tidak mengalami kerugian dan/atau tidak
techalangi hak konstitusional-nya sebagai peserta
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
dalam Permilihan Gubernur dan Wakil Gubenrur
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, dan
kemudian Termohon melaksanakan Keputusan Bawaslu
Provinsi tersebut untuk mencoret pendaftaran Pihak
Terkait dan/atau membatalkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:
30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggai 24 Agustus 2015
tentang Penetupan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, Maka
jelas berdasarkan Surat Fatwa Mahkamah Agung
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tersebut, Termohon atau Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah (Selanjutnya disebut “KPU
Provinsi Kalimantan Tengah”) tidak bisa mengajukan
banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
Lalu kemana Pihak Terkait akan mengajukan upaya
hukum dan/atau keberatan atas pencoretan pendaftaran
Pihak Terkait dan atau pembatalan Kepu:usan Komisi
Pemilihan Umum yang telah dilakukan oleh
Termohon/KPU Provinsi Kalimantan Tengah tersebut?

Sebagai konsekwensinya, Pihak Terkait tentunya
TIDAK BISA MENGAJUKAN BANDING ke
Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara (“PTUN),
KARENA BUKANLAH MERUPAKAN PIHAK
PEMOHON ATAUPUN TERMOHON. Dengan kata
lain Pihak Terkait tidak mempunyai upaya hukum
apapun atas kerugian yang baru dialami oleh Pihak
Terkait sebagai Pasangan Calon sejak dikeluarkannya
Keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Teagah jika
mengabulkan permohonan pemohon yang membatalkan
Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:
307K pts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015
tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan
‘Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015,
Maka Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan
Tengah terscbut, secara langsung maupun tidak

langsunyy mematikan _hak Pihak Terkait untuk

menempuh upaya hukum.

Bahwa terkait hal tersebut diatas, PIHAK TERKAIT
akan memberikan gambaran ilustasi sebagaimana
terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dalam KESIMPUL_AN ini.

Berdasarkan Pendapat Ahli, REFLY HARUN, SII.,
MH., LLM (Selanjutnya disebut “AHLI”) yang telah
hadir di persidangan pada hari Juma’at tanggal 4
September 2015, menyatakan pendapatnya dibawah
surapah  memberikan  keterangan = AHLI yang
memperkuat dalil-dalil Pihak Terkait diatas terkait
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dikeluarkannya Surat Fatwa Mahkamah Agung RI

tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Behwa Surat Fatwa Mahmah Agung RI tersebut
merupakan salah satu produk hukum yang
dikeluarkan olech Mahkamah Agung Republik
Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.

- Behwa Surat Fatwa Mahkamah Agung RI dapat
dikeluarkan sepanjang diminta o.ch Badan/Institusi
Femerintah Indonesia.

- Bahwa dalam hal Surat Fatwa Mahkmah Agung RI
tersebut, dipastikan karena adanya permintaan dari
Bawaslu R

- Bahwa AHLI menilai Surat Fatwa Mahkamah Agung
RI tersebut jelas diperuntukkan, dalam hal
memoatasi permhonan yang hanya benar-benar
memiliki kerugian hak konstitusional yang paling
mendasar bagi orang perseorangan (Pasangan
Calon) yaitu “hak untuk memilih dau hak untuk
dipilih”

- Bahwa setelah Surat Fatwa Mahkanah Agurg RI
mcmang diserahkan kembali kepada Bawaslu RI,
Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota
apakah mau mengikatkan diri kepada Surat Fatwa
Mahkamah Agung tersebut atau tidak.

- Bahwa dalam hal menjunjung tinggi Pilkada Tahun
2015 harusnya diwujudkan secara adil dan
demokratis, bukan untuk halang-menghalangi
dan/atau  jegal menjegal diantara Pasangan

Calon.

. Berdasarkan Pendapat Ahli, BAMBANG EKA

(Selanjutnya disebut “AHLI”) yang telah hadir di
persidangan pada hari Juma’at tanggal 4 September
2015,  menyatakan pendapatnya dibawah sumpah
memberikan keterangan AHLI yang memperkuat dalil-
daiil Pihak Terkait diatas terkait dikelnarkannya Surat
Fatwa Mahkamah Agung RI tersebut, yang pada
pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa yang melatarbelakangi Surat Fatwa
Mahkamah Agung RI terscbut dikeluarkar., pastilah
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Bawaslu RI ingin mendapatkan penjelasan tafsir
vang jelas atas sebuuh pasal dan/atau ingin
memberikan makna atas sebuah pasal. Dalam hal ini

vang dimaksud adalah pasal 142 Undang-Undang

nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-Undang nomor
8 Tahun 2015,
- DBahwa melihat dari tanggal Surat Fatwa Mahkamah

Agung RI tersebut yang bertanggal 21 Mei 2015,
dan Perbawaslu No. 82015 yang dikeluarkan oleh
Bawaslu RI bertanggal 19 Juni 2015. Maka AHLI
berpendapat bahwa Perbawaslu No. 8/2015 dibuat
dan dikeluarkan mengacu kepada Sural Fatwa
Mahkamah Agung RI tersebut, atau dengan kata lain
Surat Fatwa Mahkamah Agung RI tersebit
merupakan i/ham dalam pembuatan Perbawaslu No.
8/2015.

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan calon Gubernur dan
Wakil Gubernur sebagai Peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Kulimantan Tengah
Tahun 2015, sebagaimana yang telah ditetapkan
berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 29/Kpts/KPU-
Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015,

). Bahwa sebagaimana tersebut dalam huruf (i) diatas,
maka PEMOHON jelas bukanlah merupakan
Pasangan calon yang tidak ditetapkan sebagai

peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi Kalimantan

Tengah.

k. Bahwa menurut Kami, kedudukan Hakum (Legal
standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan
Perkara No. 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015
ini dengan jelas dan tegas Kami simpulkan bahwa
Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum
(Legal Standing) dalam inengajukan permohonan

sengketa pemilihan ini.

S



. Bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai
Kedudukan  Hulum  (Legal Standing)  dalam
mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Provinsi
Kalimantan Tengah, maka sudah seharusnya Bawaslu
Provinsi Kalimantan Tengah c¢q. Pimpinan
Musyawarah menolak permohonan PEMOHON
atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan

tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard).

2) Permohonan PEMOHON telah lewat  waktu
(Daluwarsa atau Verjaring).
a. Bahwa Pemohon dengan jelas dan tegas terbukti telah

lewat waktu (Daluwarsa atau Verjacing) dalam
mengajukan perkara permohonan a quo.

b. Bahwa berdasarkan Bukti-Bukti Surat yang Pihak

Terkait telah ajukan dalam sidang Musyawarah terkait
hal tersebut di atas, yaitu:
Bukti Surat (PT-03) perihal: Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati
dan Wakil Bupati, Dan/Atas Walikota dan Wakil
Walikota.

Dan,

Bukti Surat (PT-04) perihal: FORMULIR MODEL
PS-3 BERITA ACARA REGISTRASI
PERMOHONAN yang dikeluarkan oleh Badan
Pengawas Pemilihan Umium Provinsi Kalimantan

Tengah.

c. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 2 Tabun 2015 tentang Tahapan, Program Dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur Dan V/akil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Fupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
(Selanjutnya disebut “PKPU No. 2/2015”), sebagaimana
dalam lampirannya telah menetapkan Jadwal Kegiatan
SENGKETA TUN PEMILIHAN di Tingkat Bawaslu

Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota, secbagai berikut:
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a) Pengajuan Permohonan sengketa di Bawaslu
Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota, dijadwalkan awal
pada tanggal 24 Agustus 2015, akhir pada tanggal
26 Agustus 2015.

b) Perhaikan permohonan sengketa, dijadwalkan awal
pada tanggal 27 Agustus 2015, akhir pada tanggal
29 Agustus 2015.

¢) Penyelesaian sengketa dan putusan, dijadwalkan
awal pada 30 Agustus 2015, akhir pada tanggal 1J
September 2015.

d. 3ahwa menurvt Bukti Surat (PT-03) sebagaimana
sesuai ketentuan FKPU No. 2/2015 sebagaimana
yang telah disebutkan diatas, suclah jelas tanggal
tersebut telah melebihi batas waktu yang telah
ditentukan.

e¢. Bahwa menurut Bukti Surat (PT-04), Pemohon
dengan jelas telah mengajukan Permohonan
penyelesaian sengketa Permohonan penyelesaian
Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 pada
tanggal 27 Agustus 2015, pukul 13.30 WIB
berdasarkan Berita acara Registras: Permohonan
yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan
Tengah.

[, Bahwa menurut Kami, sudah jelas can tfegas
tanggal peungajuan permohonan Pemohon
tersebut telah melebihi batas waktu yang telah
ditentukan, tidak sesuai dengan Tahapan,
Program, Dan Jadwal Pilkada Tahun 2015
sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU RI
dalam PKFU 2/2015.

g. Berdasarkan Pendapat Ahli, REFLY HARUN,
SH., MH., LLM (Selanjutnya disebut “AHLI"") yang
telah hadir di persidangan pada hari Juma’at tanggal
4 September 2015, menyatakan pendapatnya

dibawah sumpah memberikan keterangan AHLI yang

memperkuat dalil-dalil Pihak Terkait diatas terkait
Tahapan, Program Dan Jadwal Pilkada Tahun 2015,
yang pada pokoknya sebagai berikut .
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Bahwa perintah Undang-Undang memberikan
mandat kepada KPU RI sebagai penyelenggara
Pemilihan Umun di Indonesia, termast < Pemilihan
Kepala Daerah Tahun 2015 ini.

Bahwa KPU RI berwenang untukk membuat,
mengubah dan mengeluarkan Tahapan, Program, dan
Jadwal Pemiilian Umum, termasuk Pilkada Tahun
2015. Bahwasanya KPU RI telah menetapkan
Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkacla Tahun 2015
ini melalui dikeluarkannys PKPU No. 2/2015.

Bahwa PKPU 2/2015, bagi bawaslu RI (beserta
tingkatannya) merupakan pedoman utama dalam
hal pengawasan aktifititas-aktifitas KPU (Dalam
tingkatannya) melakukan tahapan, Proram, dan
Jadwal Pilakde Tahun 2015,

Bahwa Bawaslu RI (berserta tingkatannya), haruslah
mengikuti Tahapan, Program Jadwal Pilkada Tahun
2015 sebagnimana yang telah ditetapkan oleh KPU
RI melaui PKPU 2/2015.

Bahwa Bawaslu RI (Beserta tingkatannya) , pada
intinya tidak bisa membuat Tahapan, Program dan
Jadwal Pilkada Tahun 2015 ini. Sepengalaman
AHLI, Bawaslu RI dapat membuat Kalender
Pengawasan sebagaimana fungsinya, dengan tetap
mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada
Tahun 2015 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh
KFUJFRL

Bahwa oleh karena itu, pihak-pihak seperti Bawaslu
RI, Kepolisian RI, Kejaksaan RI  dan
Lembaga/Insitusi  lainnya  haruslah  inengikuti
Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada Tahun 2015
ini sebagaimana yang telah ditetapkan cleh KPU RL

. Bahwa menurui Kami, bilamana Bawaslu Provinsi
Kalimantan Tenzah memilliki keraguan mengenai
Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada Tahun 2915
ini, maka sudah sepatutnya dan tepat menanyakan
dan/atau mengkonfirmasi hal tersebut kepada KPU
Rl dan/atau KPU Provinsi Kﬁlimantan Tengah,

bukan kepada Lembaga/Insitusi lainnya sebagaimana
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Kami sampaikan dalam Kesimpulan ini bahwasanya
yang berwenang untuk membuat dan mengeluarkan
Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada Tahun 2015
adalah Pihak KPU RI.

i. Bahwa olch karena pengajuan permohonan Pemohon
telah melewati batas waktu yang telah ditentukan,
maka sudah  seharusnya Bawaslu  Provinsi
Kalimantan Tengah cq. Pimpinan Musyawarah
menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (niet

onvankelijkeverklaard).

1. Bukti Saksi (Fakta)
A. Saks : Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si
- Saksi dalam memberikan keterangannya di_bawah
sumpah membenarkan segala uraian dalil-dalil yang
tzlah iertuang dalam Keterangan Pihak Terkait sesiai
dengan fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang dialami
dan diketahui oleh Saksi.

B. Salsi: Sdri. Dra, Hj. Nerhasanah, M.Si

- Saksi dalam memberikan keterangannya di_bawah
sumpah membenarkan segala uraian dalil-dalil yang
telah teriuang dalam Keterangan Pihak terkait sesuai
dengan fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang dialami
dan diketahui oleh Saksi.

2.  Pendapat Ahli
A.Pendapat Ahli, REFLY HARUN, SH., MH., [ LM
Dalam  persidangan Musyawarah pada hari Jumat,
tanggal 4 September 2015, REFLY HARUN
(Selanjutnya  cisebut “AHLI”)  n.enyampaikan
keterangan AHLI untuk Pokok Perkara, yung pada

intinya sebagai sebagai berikut :

- Bahwa sistem peradilan Pemilu (Ele:toral Justice
System) harus ienganut azas hukum konstitusi yang
paling mendasar yaitu Hak untuk Memilih dan Hak
untuk Dipilih (“Right to Vote, and Right to be
Candidat’).
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- Bahwa Pasangan Calon, dan/atau Partai Politik

dan/atu Gabungan Partai Politik haruslah dalam

koustestasi Pilakda harus mempunyai yang itilad
baik.

Bahwa yanj terpenting sebagaimana tertuang dalam
Surat Dukungan Partai Politik (DPP PPP, pimpinan
Djan Faridz) No. 416 tersebut mengandung dan/atau
mempunyai substasi untuk memberikan dukungan
kepada Sdr. Ujang Iskandar sebagai Calon Gubernur
Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pikada Tahun
2015 ini.

Pendapat Ahli, BAMBANG EKA CAHYA.

Dalam  persidangan Musyawarah pada hari Jumat,
tanggal 4 September 2015, BAMBANG EKA
CAHYA (Selanjutnya disebut “AHLI™)
menyampaikan keterangan AHLI untuk Pokok
Perkara yang telah disampaikan dalam sidang
Musyawarah yang merupakann satu kesatuan dan
menjadi  bagian yang tidak terpisahkan dalam
KESIMPULAN ini, dan selain itu memberikan
keterangan AHLI yang pada intinya sebagai sebagai
berikut :

Bahwa terkait Surat Dukungan Partai  Politik
harusnya mengandung atau mempunyai genuine
intend (niat/kehendak yang murni) dari Partai Pollitik
tersebut.

Bahwa Surat Dukungan Partai Politik (DPP PPP,
pimpinan Djan Faridz) No. 416 tersebut yang telah
dibuat dan dikeluarkan terhadap Bapak Ujang
Iskandar  sebagai Calon Gubernur Provinsi
Kalimantan Tengah dalam Pilkada Tahun 2015
tersebut mengandung dan/atau mempunyai genvine
intead (niat/kehendak yang murni);

Bahwa menurut AHLI, KPU Provinsi Kalimantan
Tengah sudah tepat, karena pada saat terjadi
keadaan yang tidak jelas (pada saat kejadian
pendaftaran Pasangan Calon tersebut, KPU Proviisi
Kalimantan Tengah menerima Pasangan Calon

Ujang-Jawavi) yang dapat berakibat kerugian
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hak konstitusional seseorang (Pasangan Calon),
maka tentulah harus dihindari.

- Bahwa terkait tuduhan BBI1-KWK Parpol yang
diduga Palsu, menurut AHLI, Bawaslu RI (berserta
tingkatannya) mempunyai kewenangan menangani
Pidana Pemilu baik itu berdasarkan Laporan ataupun
Temuan, yang selanjutnya memberikan rekomendasi
yang diteruskan kepada pihak Kepolisian RI. Dengan
kata lain, terkait indikasi.dugaan BB1-KWK Parpol
yang diduga palsu terscbut, haruslah dibuktikan
melalui proses peradilan, dan mempunyai kekuatan

hukum yang tetap (incraht).

7. Keterangan Saksi dari Pemohon
a. Djan Faridz (Ketua Umum DPP-PPP)

Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta H. Djan Faridz
selaku Ketua Umum DPP Partai PPP teluh memberikan
keterangan yang pada intinya adalah pada tanggal 7 Juli
2015 memang benar telah diterbitkan Surat Keputusan
Nomor : 416/KPTS/DPP/VIL/2015 tentang Persetujuan
Pengajuan Sar. Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si.
bebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimaitan Tengah
Priode 2015 akan tetapi persetujuan SK tersebut hanya
untuk Ijin Pencalonan bukan diperuntukkan untuk

mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Dr. H. R.A. Dimyati., SH., MH., M.Si.

Pada pokoknya menerangkan bahwasanya SK Tersebut
sebatas [jin/rekomendasi untuk mencalonkan sebagai
Guternur  Provinsi Kalimantan Tengah bukan untuk

mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah.
Menurut keterangaan Saksi Fakta H. Djan Faridz sclaku
¥ Ketum PPP dan Dr. H. R.A. Dimyati., SH., MH., M.Si.

| selaku  Sekjend PPP  terkait SK  Nomor
4 416/KPTS/DPP/VIL2015  tersebut  bahwa  sudah
diperingatkan beberapa kali terhadap Calon Gubernur
dalam hal ini Ujang Iskandar untuk secepatnya mencari
wakil Gubernur akan tetapi Ujang Iskandar belum

q\) memberikan laporan nama Calon Wakil Gubernur nya ke

DPP PPP,
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8. Keterangan Ahli duri Pemohon

a. Dr. Syaiful Bakhri, SE. MH
Berdasarkan keterangan yang disampaikan bahwa yang
dikatakan pemalsuan surat pembuktiirnya sangat
sederhana dan mudah sekali. karena apabila pihak yang
bersangkutan telah diperiksa dan menyatakan itu bukan
mereka yang menandatangani surat tersebut dan menyakini
surat itu adalah palsu, hal tersebut dapat dijadikan alasan
Calam pembuktian Mal-Administrasi. Hal in' berbanding
terbalik dengan asas hukum pidana Presumption of
innocent, yang mana Mal-Administrasi ini lebih
mengedepankan Presumption of guilty. Maksudnya adalah
sepanjang institusi yang mempunyai kewenangan bahwa
menyakini itu tidak ber ar cukup beralasan menurut hukum
surat tersebut dinyatakan palsu karena cacat secara materil.
Hal tersebut dapat dijadikan Jasar oleh Bawaslu untuk
bertindak memutus bahwa surat itu palsu tanpa harus

menunggu putusan pengadilan.

b. Dr. Margarito Kamis, SH., MH.
Menerangkan untuk SK yang hanya menyebutkan seorang
. calon ddak dapat diterima dan harus dinyatakan batal
dalam hal ini apabila KPU tetap memproses administrasi
dan dinyatakan lolos maka akibat hukumnya adalah batal
demi hukum, meskipun formulir model B.1 KWK nya
dianggap sah dar tidak palsu tanda tangannya, akan tetani
surat keputusan yang dikeluarkan oleh DPP PPP hanya
seorang calcn tidak menyebutkan pasangan calon gubernur
dan wakil gubernur maka dalam hal ini hal tersebut mutlak
tidak memenuhi syarat pendaftaran calon gubernur dan
wakil gubernur di KPU.

Bahwa dalam hal ini bagaimana mungkin satu partai
politik mencalonkan dua calon, dengan dicalonkannya dua
calon terszbut artinya dua pasangan Calon Gubernur dan
Calon Wakil Gubernur yang diusung oleh partai politik
tersebut TIDAK_SAH dan CACAT ADMINISTKASI
untuk dapat didaftarkan kepada KPU Provinsi Kaiimantan
Tengah dalam hal ini KPUD WAJIB MENOLAK
L}-/ PENDAFTARAN __TERSEBUT. Apalagi  sampai

mengeluarkan surat keputusan Penetapan Pasangan Calon
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Gubernur dan Calon Wakil Gubernur untuk mengikuti
pemilu kada.

7. (Pertimbangan Pimpinan Musyawarah)
3) Tenggang Waktu

a) Bahwa Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan
Wakil Bupati seita Walikota dan Walil Walikota
menyatakan ~ Permohonan  penyelesaian sengketa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam
walktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan
pelanggaran dinyatakan sebagai sengketa.

b) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan
sengketa ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada
hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015,

¢) Bahwa termohon mengeluarkan Keputusan KPU
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/Kpts/KPU-
Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2014 pada pukul
16.00 WB.

d) Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun
2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihar,  Gubernur dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota pada bagian
FENYELENGGARAAN  menyatakan: Sengketa
TUN Pemilihan: Pengajuan Permohonan Sengketa
di Bawasiu Provinsi/ Panwas Kabupaten/Kota awal
24 Agustas 2015 dan akhir 26 Agustus 2015.

b. (Penilaian dan pendapat dari Pimpinan Musyawaral. dikaitkan
dengan aturan perundang-undangan)

l. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Perawran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Welikota Menjadi
Undang-Undang Pasal 142 huruf (a) dan (b) menyebutkan: Sengketa

Pemilihan terdiri atas: a. Sengketa antar peserta Pemilihan; dan b.

sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyenggara Pemilihan
sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KP1] Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Agung Nomor
115/Tuaka. TUN/V/2015 kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia tanggal 21 Mei 2015, Perihal Permohonan
Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia angka 4 menyatale
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Bahwa sebegaimana telah diatur dalam Pasal 142 UU No. 1 Tahun 2015
Juento UU No. 8 Tahun 2015, maka Pasangan Calon yang sudah
mendaftarkan diti ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
namun tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan yang memiliki legal
standing untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi dan Panwaslu
Kabupaten/Kota l:arena telah terjadi sengketa antar Peserta Pemilihan

dengan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 142 4

quo,

Bahwa Calon Gubernut an. Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si telah
mendapatkan SK Nomor. 416/KPTS/DPP/VIL/2(15 tanggal 7 Juli 2015

tentany tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. Dr. H. Ujang Iskandar,
ST., M.Si sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
Periode 2015-2020 dari DPP PPP, yang ditandatangani oleh Ketua
Umum H. Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal DR. H. R. A
Dimyati N, SH., MH., M.Si dan begitu pula halnya dengan
pasangan Calon H. Sugianto Sabran — Habib H. Said Ismail juga
mendapatkan SK DPP-PPP dengan Nomor:
527/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang
PERSETUJUAN PENGAJUAN H. SUGIANTO SABRAN
SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN HABIB H. SAID ISMAIL
SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH PERIODE 20152020. Namun tidak
mendapatkan pengakuan dari KPU Provinsi Kalimantan
Tengah. Jadi pada prinsipnya pasangan H. SUGIANTO SABRAN
SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN HABIB H. 3/.ID ISMAIL
SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2015-2020 sebagai pihak
yang dirugikan dan memiliki legal standing untuk mengajukan
sengketa ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah atas telah
diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Kalimanrian Tengah
Nomor: 30/Kpts-Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015,
Atas nama Dr. UJANG ISKANDAR, 5T, M.Si., SEBAGAI
CALON GUBERNUR DAN SDR. H. JAWAWI, SP., S. Hut. MP.,
SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR.

2). Tenggang Waktu

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
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Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Permohonan
penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak
laporan pelanggaran dinyatakan sebagai sengketa.

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sengketa ke
Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 26
Agustus 2015,

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur den Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota pada bagian
PENYELENGGARAAN menyatakan:  Sengketa  TUN
Pemilihan: Pengajuan Permohonan Sengketa di Bawaslu
Provinsi/ Panwas Kabupaten/Kota awal 24 Agustus 2015 dan
akhir 26 Agustus 2015,

Bahwa DPP-PPP pada tanggal 7 Juli 2015 telah mengeluarkan
Surat Keputusan Nomor. 416/KPTS/DPP/VII/2015 tentang
Persetujuan Pengajuan Sdr Dr. H. UTANG ISKANDAR, ST., M.Si
sebagai Calon Cubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode

2015-2020, yang amarnya sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal DPP-PPP an. H. Djan Faridz dan Dr. HR.A .
Dimyati N, SH., MH., M.Si surat tersebut bersifat internal dan

tidak pernah ditarik dan/atau tidak pernah dicabi: maka tetap
berlaku.

Bahwa berdasarkan Surat Model B.1-KWK Parpol yang
dikeluarkan oleh DPP-PPP kepengurusan H. Djan Faridz dan Dr.
HR.A. Dimyati N, SH., MH., M.Si yang diduga palsu.

Bahwa Termohon (KPU Provinsi Kalimantan Tengah) telah
melakukan verifikasi faktual dengan Nomor. /BA/VIII/2015
tanggal 14 Agustus 2015 kepada Sekretaris Jenderal DPP-PPP Dr.
HR A. Dimyati N, SH., MH., M.Si menyatakan bahwa Model B.1-
KWK Parpol tanggal 25 Juli Z015 adalah palsu dan menyatakan

tidak pernah menandatangani dan Keputusan tersebut.

Bahwa Termohon (KPU Provinsi Kalimantan Tengah) telah
melakukan verifikasi faktual pada hari Kamis tanggal 20 Agustus
2015 kepada H. Djan Faridz selaku Ketua Umum DPP-PPP dan
berdasarkan hasil verifikasi tersebut menyatakan: DPP-PPP tidak
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pernah mengeluarkan rekomendasi berupa Form Model B.1-K WK

Parpcl dan menyataken palsu.

Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan
verifikasi faktual kepada DPP-PPP tangzal 13 Agustus 2015 dan
pengawasan verifikasi faktual yang dilakukan olch KPU Provinsi
Kalimantan Tengah ke DPP-PPP Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta,
Dan pada prinsipnya Model B.1-KWK Parpol untuk pasangan
calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
an. Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan an. H. Jawawi, SP.,
S.Hut., IMP,

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahua 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 2 menyatakan:
Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil,
kepastian hukumn, tertib, kepentingan umum, keterbukaan,
proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan
efektivitas. Maka sebelum adanya keputusan pengadilan yang
bersifat kekuatan hukum tetap Bawaslu Provinsi Kalimantan
Tengah belum bisa memastikan asli atau palsu surat Model B.1-
KWK Parpol. Hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan dari

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah untuk memutuskannya.

a. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terhadap hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil
kesimpulan sebagai berikut :

1) Bawaslu  Provinsi  Kalimantan Tengah  berwenang
menyelesaikan sengketa pemilihan sebagaimana permohonan
aquo

2) Pemohon niemiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan aquo;

3) Permohonan a quo diajukan masih dalam jangka waktu
pengajuan permohonar;

4) Pokok 2ermohonan a quo beralasan hukum untuk sebagian.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 201! tentang Penyelenggara Pemilu.

b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang Undang Nomor | Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur
Bupatindan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupatindan
Walikota menjadi Undang Undang

ﬂ/ ¢. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
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Menetapkan :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Meminta kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan verifikasi dan
penelitian ulang melalui pengujian forensik terhadap MODEL B.1- KWK PARPOL
pasangan Calon Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan JAWAW] . SP., S.Hu¢, MP,

kepihak yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang undangan
yang berlaku.

3. Meminta kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengzh untuk melakukan perbaikan
Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-920/2015
tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penctapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan
Tengah Tahur 2015, untuk pasangan calon Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan
JAWAWI SP., S.Hut., MP yang didasari hasil uji forensik terhadap MODEL B.1- KWK
PARPOL pasangan Calon Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST.M.Si dan JAWAWI, SP.,
S.Hut., MP, sesuai dengan Ketentuan Peraturzn Perundang undangan yang berlaku.

4. Meminta kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan Keputusan ini.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah oleh 1)
Ir.Theopilus Y. Anggen. MMA, 2) Eko Wahyu Sulistiobudi, SE 3) Lery Bungas. S.Th, M.Si
masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan diucapkan dihadapan
para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tujuh bulan September tahun dua
ribu lima belas oleh 1) Theopilus.Y.Angg:n. MMA, 2) Eko Wahyu Sulistiobudi. SE, 3) Lery
Bungas, S.Th, M.Si masing-masing sebagai Anggota Bawalu Provinsi Kalimantan Tengah.

Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

\
(Ir. Thopilus. Y. Apiggen. MMA)  (Exo Wa 1tiobudi.SE)  (Lery Bungas. S Th., M.Si)
Sekretaris,
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